BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisis di atas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa token ava diklasifikasikan sebagai virtual
currency yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang tercantum
dalam penjelasan pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PB1/2016
tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran melalui salah satu
metode penemuan hukum yaitu metode Argumentum per Analogiam. Pelarangan
penggunaan token ava sebagai alat pembayaran didukung dengan asas lex specialis
derogate legi generali. Penerapan asas ini menjadikan token ava tetap tidak dapat
digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia meski tidak diatur atau dicantumkan secara spesifik dalam penjelasan
pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Berdasarkan metode dan
asas di atas, maka token ava tidak memiliki legalitas atau tidak sah untuk
digunakan sebagai alat pembayaran dalam situs web travala.com di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas,

maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Bank Indonesia

Bank Indonesia seyogyanya tidak merincikan virtual currency apa saja
yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam penjelasan Pasal
34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PB1/2016 tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran karena akan menimbulkan problematik
hukum berkepanjangan seiring dengan perkembangan virtual currency lainnya
yang tidak dicantumkan dalam penjelasan tersebut. akan tetapi, Bank Indonesia
seyogyanya menggunakan sifat-sifat umum dari virfual currency sebagai
landasan untuk menentukan virtual currency yang dilarang untuk digunakan

sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat seyogyanya tidak menggunakan virtual currency baik
yang dicantumkan maupun yang tidak dicantumkan dalam penjelasan Pasal 34
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai alat pembayaran atau dalam

melakukan transaksi pembayaran.
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